ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang ‘“Bedah Mayat
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di RS Bhayangkara
Kediri)”, NIM 1712143049, pembimbing Dr.Asmawi, M.Ag.

Kata Kunci: Bedah Mayat, Hukum Positif, Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kasus kematian yang dirasa kurang
wajar oleh penyidik, maka dari itu untuk mengetahui sebab akibat dari kematian
seseorang perlu diadakannya bedah mayat. Dikarenakan bedah mayat itu suatu
persoalan yang belum diketahui secara rinci dasar hukum baik dari hukum positif
maupun hukum islam, maka dalam hal ini dilakukan penelitian tentang bedah
mayat perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana praktek
bedah mayat dalam perspektif Medis Kedokteran di RS Bhayangkara Kediri ?, (2)
Bagaimana perspektif Hukum Positif tentang Bedah Mayat di RS Bhayangkara
Kediri ?, (3) Bagaimana perspektif Hukum Islam tentang Bedah Mayat di RS
Bhayangkara Kediri ? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1)
Untuk menjelaskan praktek bedah mayat dalam perspektif Medis Kedokteran di
RS Bhayangkara Kediri, (2) Untuk menjelaskan bedah mayat dalam prespektif
Hukum Positif di RS Bhayangkara Kediri, (3) Untuk menjelaskan praktek bedah
mayat dalam prespektif Hukum Islam di RS Bhayangkara Kediri.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian menggunakan
metode penelitian field research atau penelitian lapangan dengan sumber primer
dan sumber sekunder data pokok atau data utama yang merupakan sumber data
penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan dokter
spesialis forensik di RS Bhayangkara Kediri., kemudian analisa penulis gunakan
adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan menurut medis kedokteran (1) Tata cara
pelaksanaan bedah mayat di RS Bhayangkara Kediri terdiri dari 3 tahap yaitu
identifikasi jenazah, pembedahan, dan tahap pengembalian tubuh jenazah yang
sudah di bedah. Kemudian ada 2 macam bedah mayat yaitu bedah mayat forensik
atau kehakiman dan bedah mayat klinis (2) Bedah mayat yang dilaksanakan di RS
Bhayangkara Kediri sudah sesuai dengan hukum positif indonesia yakni KUHAP
(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Undang-undang Kesehatan (3)
Pelaksanaan bedah mayat di RS Bhayangkara Kediri dalam perspektif hukum
Islam termasuk dalam jenis otopsi forensik atau kehakiman. Di dalam hukum
Islam untuk jenis otopsi forensik atau kehakiman boleh dilaksanakan, karena
untuk penegakan keadilan atas dasar pertimbangan mashlahat dengan beberapa
syarat supaya tidak menyebabkan mafsadah (kerusakan).
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ABSTRACT

This thesis is the result of field research on "Autopsy The Perspective of
PositiveLaw and Islamic Law (Case Study at Bhayangkara Kediri Hospital)", with
Student ID Number 1712143049, guided by Dr. Asmawi, M.Ag.

Keyword: Autopsy, Positive Law, Islamic Law

This research is based on the existence of deathcases that are considered
less reasonable by investigators. There fore autopsy needed to find out the cause
of a person's death.Sincepost-mortem is a problem that is not yet known in
detailin the term of legal basisfrom both positive law and Islamic law, the
researcher in this case conducted research on post-mortem from the perspective of
positive law and Islamic law.

The formulation of problems in the thesis are (1) How is autopsy practice
from the medical perspective at Bhayangkara Kediri Hospital, (2) How is the
perspective of Positive Law on autopsy atBhayangkara Kediri Hospital, (3) How
is the perspective of Islamic Law about autopsy at Bhayangkara Kediri Hospital?
Therefore,the purposes of this research are (1) To explain the practice of autopsy
from themedical perspective atBhayangkara Kediri Hospital, (2) To explain the
autopsy from the perspective of Positive Law at Bhayangkara Kediri Hospital, (3)
To explain the practice of autopsy from the perspective of Islamic Law at
Bhayangkara Kediri Hospital.

To answer the problem, the researcher used field research method with
primary and secondary source of principal or main data which becomes the source
of research data obtained from interview and observation with forensic specialist
doctor at Bhayangkara Kediri Hospital. Then,the researcher analyzed it by using
data reduction, data presentation, and conclusion.

According to medical,the research results in (1)The implementation
procedure for autopsy at Bhayangkara Kediri Hospital consists of 3 stages, i.e
identification of the corpse, surgery, andorgan reversion. Then there are 2 kinds of
autopsy surgery i.e forensic or judicial and clinical coronary surgery. (2) Autopsy
at Bhayangkara Kediri Hospital are in accordance with Indonesian positive law
namely Criminal Code and Health Law (3) The implementation of autopsy at
Bhayangkara Kediri Hospital from the perspective of Islamic law isincluded to the
type of forensic or judicial autopsy. In Islamic law,the type of forensic or judicial
autopsy are allowed to bedone because of the justice enforcement based on the
mashlahat consideration with some conditions toprevent mafsadah (damage).





